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BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 33TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3)
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Retribusi Pelayanan Pasar;

1

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
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Menetapkan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);

8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut
Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya
disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya
disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur
penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas
Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.

4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu
proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17;

18.

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

. Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas
jasa pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas,
atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasar adalah tempat yang diberikan batas-batas tertentu
yang terdiri atas bangunan berbentuk kios, los, pelataran
atau bentuk lainnya termasuk lahan kosong milik
Pemerintah Kabupaten yang berada dalam batas areal
pasar dan khusus disediakan untuk kegiatan transaksi
usaha perdagangan.

Kios adalah bangunan yang berada dalam batas areal
pasar yang memiliki atap atau dipisahkan satu dengan
yang lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai
sampai dengan langit-langit.

Los adalah tempat yang berada dalam batas areal pasar
yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi
dengan dinding pembatas ruangan.

Pelataran adalah tempat atau lahan kosong dalam batas
areal pasar atau tempat-tempat lain milik Pemerintah
Kabupaten yang diizinkan untuk dimanfaatkan atau
dipergunakan  sebagai tempat transaksi usaha
perdagangan.

Pasar Ramadhan adalah pelataran yang disediakan oleh
Pemerintah  Kabupaten dan dipergunakan untuk
memasarkan barang dagangan khusus dalam bulan
Ramadhan.

Pasar Uroe Peukan adalah pelataran yang disediakan oleh
Pemerintah  Kabupaten dan dipergunakan untuk
memasarkan barang dagangan khusus pada Uroe Peukan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
Retribusi yang terhutang adalah Retribusi yang harus
dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa
Retribusi dalam tahun Retribusi atau dalam bagian tahun
Retribusi menurut peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah.

Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan

g



sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan Retribusi.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi,
penentuan besarnya Retribusi Terutang sampai dengan
kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

BAB II
ASAS

Pasal 2
Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan
berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas
disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan,
serta karakteristik dan kondisi objektif Kabupaten.

BAB III
INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3
(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan

Retribusi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
proporsional dibayarkan kepada :

a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan
Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah; dan

d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana
Pemungutan Retribusi.

Pasal 4
(1) Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi dapat diberi
Insentif apabila mencapai kinerja tertentu. :
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk meningkatkan:
a. kinerja Instansi;
b. semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi
Pelaksana Pemungutan Retribusi;
c. pendapatan Kabupaten; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.
(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai,
Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja
triwulan yang ditentukan.
(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
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penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang
sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 5
Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 6
(1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana
penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Pentahapan pemberian Insentif diatur sebagai berikut :

a. Triwulan ke-1 penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah
sebesar 15% (lima belas persen);

b. Triwulan ke-2 penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah
sebesar 40% (empat puluh persen);

c. Triwulan ke-3 penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

d. Triwulan ke-4 penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah
sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8
Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi
menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang
diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai dan objek
belanja Insentif.

Pasal 10
Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun
anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif
belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan,
pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya
yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan. z : !
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Pasal 11
Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal _ '3 Juni 2019 M
9 Syawal 1440 H
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T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal /4 Juni 2019 M
0 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
QI’(AB PATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 33



